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Salshabilla Aliza Adif, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 
2021, IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN IBU HAMIL OLEH RUMAH SAKIT AKIBAT 
PROTOKOL PETUNJUK PRAKTIS LAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU 
LAHIR SELAMA PANDEMI COVID-19, Abdul Madjid, Dr., S.H. M.Hum. 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penolakan ibu hamil 
dikarenakan hasil rapid tes positif oleh rumah sakit akibat protokol petunjuk praktis 
nomor B-4 tentang layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang terjadi di 
Indonesia selama pandemi Covid–19 ini berlangsung. Pilihan tema tersebut dilatar 
belakangi oleh tindakan rumah sakit yang melanggar hak asasi manusia serta 
ketentuan dalam undang-undang dimana fasilitas pelayanan kesehatan dilarang 
untuk menolak pasien dan/atau meminta uang muka dalam keadaan darurat.  
Sehingga, berdasarkan pernyataan diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan 
masalah: (1) Apakah penolakan ibu hamil oleh rumah sakit akibat protokol 
petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama pandemi COVID 
– 19 merupakan tindak pidana? (2) Bagaimana implikasi yuridis penolakan ibu 
hamil oleh rumah sakit akibat protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan 
bayi baru lahir selama pandemi COVID – 19? 
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). Selanjutnya, bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder 
yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran 
sistematis dan teknik penafsiran gramatikal. 
Dan dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa rumah sakit yang dengan sengaja membiarkan ibu 
hamil yang masuk ke rumah sakit dan membutuhkan pertolongan namun 
membiarkan atau bahkan menolak tanpa mendapatkan perawatan sebagaimana 
seharusnya merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu melanggar norma dan diancam 
dengan saksi berupa hukuman pidana dalam pasal 32 Undang–Undang Nomor 36 
Tahun 2009 dan pasal 304, 306 dan juga 531 KUHP. Dan Ibu hamil tersebut dapat 
mengadukan rumah sakit sesuai persepsinya apakah mau dituntut ke wilayah 
pidana, di gugat ke wilayah perdata atau diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin 





Salshabilla Aliza Adif, Criminal Law, Faculty of Law University of Brawijaya Malang, 
March 2021, JURISDICTIONAL IMPLICATIONS OF REJECTION OF PREGNANT 
MOTHERS BY HOSPITAL DUE TO PROTOCOL PRACTICAL GUIDELINES FOR 
MATERNAL AND NEWBIRTH HEALTH SERVICES DURING THE COVID-19 
PANDEMIC, Abdul Madjid, Dr., S.H. M.Hum. 
In this thesis, the author raises the problem of rejection of pregnant women with 
positive rapid test results by the hospital due to the guidelines for practice protocols 
for maternal and newborn health services that occurred in Indonesia during the 
Covid-19 pandemic. The choice of this theme was motivated by the hospital's 
actions that violated human rights and provisions in the law where health care 
facilities are prohibited from refusing patients and / or asking for advances in an 
emergency. 
Based on the statement above, the formulation of the problem in this paper is: (1) 
Is the rejection of pregnant women by the hospital due to the protocol of practical 
guidance for maternal and newborn health services during the COVID-19 pandemic 
is a criminal act? (2) What are the legal implications of the rejection of pregnant 
women by hospitals due to the protocol of practical instructions for maternal and 
newborn health services during the COVID-19 pandemic? 
Thereafter the writing of this thesis uses a normative legal research method using 
a statutory approach. Furthermore, the primary and secondary legal materials 
obtained by the author will be analyzed using systematic interpretive techniques 
and grammatical interpretation techniques. 
And the results of the research with the method above, the authors get the answer 
to the existing problem that a hospital that deliberately neglect pregnant women 
that enter the hospital and needs help but refuses to give treatment as it should 
be is a criminal act because because the act has fulfilled the elements of a criminal 
act, namely violating the norms and is threatened with sanctions in the form of 
criminal penalties in Article 32 of Law Number 36 Year 2009 and Articles 304, 306 
and also 531 of the Criminal Code. And the pregnant woman can complain to the 
hospital according to her perception whether she wants to be prosecuted in a 
criminal area, sued in a civil area or complained to the Indonesian Medical 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 telah dicantumkan 
dengan nyata cita – cita serta tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam 
melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan juga keadilan sosial.  
Maka, demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia tersebut perlu untuk 
diselenggarakan upaya - upaya pembangunan yang termasuk didalamnya 
upaya pembangunan di bidang kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan 
kesehatan menurut pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 
ekonomis. Yang mana kesehatan yang dimaksud merupakan hak asasi 
manusia yang menurut A Masyhur Effendi adalah hak dasar yang melekat 
pada setiap diri manusia, merupakan pemberian tuhan untuk selamanya dan 
ketika digunakan tidak merugikan hak – hak dasar orang lain1. 
Adapun pengaturan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia 
dalam ranah hukum Internasional dimuat dalam Pasal 25 Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Pasal 24 Konvensi tentang Hak-
Hak Anak. 
Selanjutnya, negara lewat instrumen hukum nasionalnya juga menjamin 
kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dituangkan dalam Undang – 
Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, 
                                                             
1 Sirajuddin dan Winardi, Dasar – Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 
2016, hlm 227. 
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“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik serta sehat dan 
juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”  
Pasal diatas sejalan dengan pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Dasar 
1945 yang berbunyi,  
“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.  
Berdasarkan ketentuan yang ada dalam konstitusi seperti yang telah 
diuraikan diatas, dengan jelas ditekankan bahwa memperoleh pelayanan 
kesehatan serta mendapat fasilitas kesehatan yang layak merupakan hak asasi 
dan hak konstitusional setiap warga Negara. Selanjutnya, perwujudan hak 
asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam bentuk hak dan kewajiban 
dalam memperoleh kesehatan.  
Salah satu undang – undang yang mengatur lebih lanjut mengenai hak 
dan kewajiban dalam memperoleh kesehatan adalah dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam 
undang-undang tersebut, disebutkan dalam pasal 4 bahwa setiap orang 
memiliki hak atas kesehatan, dan dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa 
setiap orang berhak untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang 
kesehatan. Kemudian, disebutkan pula dalam pasal 6 bahwa setiap orang 
berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan 
terjangkau. Pasal – pasal diatas menekankan bahwa hak atas kesehatan 
adalah sama untuk semua warga negara, tidak membedakan status, 
golongan, ras maupun agama. 
Selain hak – hak yang telah disebutkan dalam beberapa pasal diatas, 
disebutkan pula secara spesifik dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai kewajiban fasilitas pelayanan 
kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa 
dan pencegahan kecacatan terhadap pasien dalam keadaan darurat. Dan 
fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga berkewajiban untuk tidak menolak 
pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu dalam keadaan darurat.  
Adapun keadaan gawat darurat yang dimaksud, menurut Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang tentang Rumah Sakit adalah keadaan klinis dimana pasien 
butuh tindakan medis sesegera mungkin guna penyelamatan nyawa dan 
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pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pasien yang berada dalam keadaan gawat 
darurat memerlukan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, dan terjangkau2. 
Hal tersebut diatas bahkan di tegaskan kembali dengan ancaman pidana 
dalam pasal 190 pada undang – undang yang sama yaitu dengan ancaman 
pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara dan juga denda maksimal 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi Pimpinan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang sengaja untuk tidak memberikan 
pertolongan kepada pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat. Dan 
ancaman pidana tersebut dapat diperberat dengan pidana maksimal 10 
(sepuluh) tahun penjara dan juga denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) apabila perbuatan tersebut diatas menyebabkan kecacatan atau 
kematian kepada pasien.  
Selanjutnya, dalam konteks yang lebih umum, perbuatan sengaja 
menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib 
memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
Diatur dalam pasal 304 KUHP dan juga diancam dengan pidana maksimal 3 
(tiga) tahun 8 (delapan) bulan penjara atau denda maksimal empat ribu lima 
ratus rupiah. Selain itu, perbuatan serupa yaitu perbuatan tidak memberi 
pertolongan kepada seseorang yang menghadapi maut padahal orang 
tersebut dapat memberikan pertolongan padanya tanpa menimbulkan bahaya 
pada orang tersebut atau pada orang lain. Diatur dalam pasal 531 KUHP dan 
apabila korban meninggal diancam dengan pidana maksimal tiga bulan 
kurungan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. 
Namun halnya, pada Rabu 09 Desember 2020, pelanggaran terhadap 
pasal-pasal diatas terjadi terhadap Hartina, ibu hamil asal kota Balimbing, 
Sulawesi Selatan yang ditolak saat datang ke beberapa rumah sakit dengan 
berbagai alasan mulai dari tidak ada hasil rapid test hingga ruang ICU penuh. 
Saat itu, Hartina yang sedang hamil 9 bulan mengalami kejang. Pihak keluarga 
kemudian mengantar Hartina ke Puskesmas Bontobangun Bulukumba, dan 
kemudian dirujuk ke RSUD Bantaeng tapi di tolak. Akhirnya Hartina dibawa 
oleh keluarganya ke RS Jeneponto dan RS Takalar dan ditolak. Selanjutnya, 
                                                             
2 Soekidjo Notoatmodjo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 164. 
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Hartina kembali dibawa oleh keluarganya ke RS Labuang Baji Makassar yang 
kemudian kembali ditolak dengan alasan tidak ada hasil rapid test.  Hartina 
kemudian dilarikan ke RS Kartini dan ditolak karena tidak ada ruang ICU, dan 
dilarikan ke RS Ananda, dan ditolak lagi. Selanjutnya, Hartina dibawa ke RS 
Plamonia dan mendapat pertolongan pertama di atas mobil ambulans tapi 
tidak diturunkan ke ruangan. Akhirnya Hartina dilarikan ke RS Wahidin dan 
ditangani selama beberapa menit namun berakhir meninggal dunia bersama 
dengan bayi yang dikandungnya3. 
Serupa, pada hari Sabtu 2 Mei 2020, Sri Mahayu warga asal Mandiangin, 
Koto Selayan, Bukittinggi Sumatera Barat mengalami pecah ketuban dan 
tanda-tanda akan melahirkan pergi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS 
yang berada di Bukittinggi. Awalnya semua berjalan lancar hingga saat 
petugas medis melakukan skrining dan mengetahui bahwa suami Sri, Rinaldi, 
bekerja di kota Duri, Riau. Saat itu, Sri tidak jadi dilayani dan disuruh pindah 
ke RS lain dengan alasan karena kontak dengan orang dari daerah terjangkit 
COVID-194. 
Kasus diatas hanya sebagian dari kasus penolakan ibu hamil oleh fasilitas 
pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia selama pandemic Covid – 19 
ini berlangsung. Dan beberapa dari kasus terkait terjadi dengan alasan 
mengikuti protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
selama pandemi COVID – 19 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid – 19. Padahal, apabila di pahami lebih lanjut, isi dari 
protokol tersebut hanyalah mewajibkan seluruh ibu hamil untuk melakukan 
rapid tes sebelum proses persalinan, dan apabila terdapat ibu hamil dengan 
hasil rapid tes positif, maka ibu hamil dengan hasil rapid tes positif tersebut 
harus dirujuk ke RS rujukan COVID-19 atau RS mampu PONEK. Namun apabila 
ibu hamil dengan hasil rapid tes positif tersebut dalam kondisi yang 
membahayakan sehingga sangat tidak memungkinkan untuk dirujuk, maka 
                                                             
3 Nurwahidah, 2020, Ibu Hamil Meninggal karena Diduga Terlambat Dilayani, Sempat ke 7 
Rumah Sakit (online), https://regional.kompas.com/read/2020/12/12/19484431/ibu-hamil-
meninggal-karena-diduga-terlambat-dilayani-sempat-ke-7-rumah-sakit?page=all, (17 Juni 2021) 
4 Wahyu Sikumbang, 2020, Lagi Ibu Hamil di Bukittinggi Ditolak Melahirkan di RS (online), 
https://daerah.sindonews.com/read/16117/174/lagi-ibu-hamil-di-bukittinggi-ditolak-melahirkan-di-
rs-1588554343, (19 September 2020) 
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rumah sakit tetap berkewajiban untuk melakukan pertolongan persalinan 
dengan mengikuti protokol yang telah ditentukan yaitu menggunakan APD 
level 3 dan melengkapi ruangan bersalin dengan delivery chamber. 
Jadi, dapat disimpulkan dari isi protokol tersebut bahwa meskipun 
terdapat ibu hamil dengan hasil skrining yang mencurigakan atau hasil rapid 
tes yang positif maka ibu hamil tersebut tetap mempunyai hak untuk diberi 
perawatan terutama apabila ibu hamil tersebut dalam keadaan darurat. Dan 
rumah sakit tidak boleh menolak ibu hamil tersebut dengan alasan apapun 
terutama karena alasan protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan 
bayi baru lahir selama pandemi COVID – 19 karena dalam protokol tersebut 
jelas disebutkan bahwa ibu hamil dengan hasil rapid tes positif dapat dirujuk 
antara ke RS rujukan COVID-19 ataupun juga RS mampu PONEK dan apabila 
kondisi sudah tidak memungkinkan maka ibu hamil tersebut wajib mendapat 
pertolongan dari rumah sakit awal dengan prosedur tertentu.  
Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk 
menuliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implikasi Yuridis Penolakan 
Ibu Hamil Oleh Rumah Sakit Akibat Protokol Petunjuk Praktis Layanan 






























1. Apakah pelaksanaan 
penerapan hak pasien 
dalam pelayanan medis 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, rumusan 
masalah yang dapat ditarik untuk pembahasan yang akan ditulis adalah : 
1. Apakah penolakan ibu hamil oleh rumah sakit akibat protokol petunjuk praktis 
layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama pandemi COVID – 19 
merupakan tindak pidana? 
2. Bagaimana implikasi yuridis penolakan ibu hamil oleh rumah sakit akibat 
protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama 
pandemi COVID – 19? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan daripada penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah penolakan ibu hamil oleh rumah sakit akibat 
protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama 
pandemi COVID – 19 merupakan tindak pidana atau bukan 
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari penolakan ibu hamil oleh rumah sakit 
akibat protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
selama pandemi COVID – 19 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik 
mengenai implikasi yuridis penolakan ibu hamil oleh rumah sakit akibat 
protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
selama pandemi COVID – 19 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menambah bahan 
informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk 
digunakan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan 




2. Manfaat Praktis 
Hasil dari skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis 
sebagai bahan masukan bagi para pihak yaitu: 
a. Pasien 
Agar pasien dapat mengetahui hak – hak dan upaya hukum apa yang 
dapat ditempuh apabila pasien tersebut menjadi korban atas tindakan 
rumah sakit yang menolak untuk memeriksa meskipun dalam keadaan 
darurat 
b. Masyarakat 
Agar masyarakat yang berpotensi menjadi pasien kedepannya dapat 
menjadikan tulisan ini sebagai referensi dan dapat mengetahui 
mengenai perlindungan hukum sebagai pasien   
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Agar lebih berhati hati dan menjadikan tulisan ini sebagai tambahan 




F. Metode Penelitian 
Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 
gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan 
yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan 
suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta 
tersebut5.  
Sehingga, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasar pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang 
berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan 
hukum terhadap pasien gawat darurat yang ditolak oleh rumah sakit 
akibat protokol petunjuk praktis layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
selama pandemi COVID – 19. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang – 
undang atau bisa disebut dengan statute approach. Yang mana menurut 
Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan dengan cara menelaah 
semua undang – undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu 
hukum yang ditulis. Hal ini kemudian diperlukan untuk memahami 
kandungan filosofi yang ada di belakang undang – undang sehingga 
peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis 
antara undang – undang dengan isu yang sedang di tulis6. 
 
3. Jenis Bahan Hukum  
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang 
mempunyai otoritas. Bahan hukum ini dapat terdiri dari perundang – 
                                                             
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan 
Penuntutan), Sinar Garfika, Jakarta, 2000, hlm 288 
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, cet 8, 
hlm 133 - 134 
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undangan, risalah dalam pembuatan perundang – undangan serta 
putusan – putusan hakim7.  Adapun yang termasuk dalam bahan 
hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini adalah :  
1. Pasal 28H angka (1) dan Pasal 34 angka (3) Undang – Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan 
4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
6. Pasal 304, 306, dan 531 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
(KUHP)  
7. Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru 
Lahir Selama Pandemi Covid-19 Nomor:B-4 Tahun 2020 
 
2. Bahan Hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa 
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen 
resmi8. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yang 
digunakan dalam tulisan ini meliputi: 
a) Buku – buku teks yang mengulas mengenai perlindungan hukum 
terhadap pasien 
b) Jurnal – jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian 
c) Kamus hukum 
d) Surat kabar  




                                                             




4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Untuk mengumpulkan bahan hukum yang dimaksud di atas, maka 
penulis akan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum sebagai 
berikut: 
Studi Kepustakaan 
Suatu pengumpulan bahan dengan cara mempelajari buku-buku 
kepustakaan untuk memperoleh bahan sekunder yang dilakukan dengan 
cara mengiventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku 
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini 
atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian yang akan 
dilakukan.  
Studi Internet  
   Yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan 
cara mencari, mempelajari serta mengutip dari buku – buku atau bahan 
hukum lainnya yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Setelah pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dengan cara 
yang telah dijelaskan diatas, bahan yang diperoleh kemudian ditafsirkan 
dengan menggunakan teknik penafsiran sistematis dan juga teknik 
penafsiran gramatikal. Adapun menurut Soeroso, teknik penafsiran 
sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan 
pasal lainnya dalam perundang-undang yang bersangkutan atau dengan 
perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu 
undang-undang hingga mengerti apa yang dimaksud9. Sedangkan teknik 
penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan pada bunyi 
ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-
perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat 
yang dipakai oleh undang-undang. Yang dianut ialah semata-mata arti 
                                                             
9 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cetakan 14, Jakarta, 2014, hlm 104. 
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perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam 
pemakaian sehari-hari10. 
 
6. Definisi Konseptual 
a. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang 
karena hakikatnya sebagai seorang manusia yang wajib di junjung 
tinggi dan dihormati oleh setiap orang. 
b. Rumah Sakit adalah rumah sakit adalah suatu sarana pelayanan 
kesehatan yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk 
masyarakat demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. 
c. Gawat Darurat adalah suatu keadaan klinis yang mengkhawatirkan 
yang datangnya tidak disangka – sangka dan memerlukan tindakan 
medis segera agar selamatnya nyawa dan tidak memburuknya suatu 
penyakit. 
d. Penelantaran Pasien adalah perbuatan membuat tidak terpelihara atau 
terurusnya pasien hingga menyebabkan pasien cidera atau meninggal 
dunia. 
e. Malpraktik adalah kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya dengan meninggalkan hal – hal yang harusnya 
diperbuat, melakukan pekerjaan dibawah standar, dan kurang 
ketrampilan yang baik itu sengaja ataupun karena ketidak hati – hati 
annya atau kelalaiannya yang menyebabkan rasa sakit, luka, cacat 
ataupun kematian kepada pasien yang mempercayakan 
pengobatannya kepada dokter atau tenaga kesehatan tersebut 
  
                                                             
10 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan 7, 






A. Tinjauan Umum tentang Implikasi Yuridis 
Implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh 
suatu peristiwa hukum. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa hukum 
adalah peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. jadi, 
tidak semua peristiwa merupakan peristiwa hukum11. Sehingga, jika 
disimpulkan maka, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan akibat 
peristiwa didalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Adapun akibat hukum 
ini dapat berwujud12:  
a. Lahir, berubah dan/atau lenyapnya suatu keadaan hukum 
Contoh: 
Seseorang yang ada dalam pengampuan maka lenyap 
kecakapannya untuk melakukan tindakan hukum.  
b. Lahir, berubah dan/atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua 
atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu 
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. 
Contoh: 
Susi menjual handphone kepada Andi. Karena terdapat perjanjian 
jual beli, maka lahirlah hubungan hukum antara mereka. Selepas Andi 
membayar lunas Handphone dan Susi menyerahkan Hanphone 
tersebut maka hubungan hukum antara mereka juga selesai. 
c. Lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum. 
Contoh:  
Seorang dokter diberi pidana berupa penjara selama 1 tahun karena 
dengan sengaja tidak memberi layanan kesehatan kepada pasien yang 
ada dalam keadaan darurat sehingga pasien tersebut mengalami luka 
berat.  
                                                             
11 Soeroso, op.cit., hlm 251. 
12 Soeroso, op.cit., hlm 295. 
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B. Tinjauan Umum tentang Pasien 
1. Pengertian Pasien  
Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan 
medis. Kata pasien dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan 
kata patient dalam bahasa Inggris. Kata patient sendiri diturunkan dari 
bahasa Latin yaitu patiens yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja 
pati yang artinya “menderita”13. Sedangkan, menurut pasal 1 angka 4 
undang–undang tentang rumah sakit, yang dimaksud dengan pasien 
adalah setiap orang yang mengkonsultasikan masalah kesehatannya baik 
secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit, demi 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pasien adalah setiap orang yang sakit atau menderita 
yang mengkonsultasikan masalah kesehatannya untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang diperlukannya. 
 
2. Hak dan Kewajiban Pasien 
2.1 Hak Pasien 
Hak menurut Sudikno Martokusumo adalah merupakan 
kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan 
sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi14. 
Sehingga, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak 
pasien adalah tuntutan pasien yang pemenuhannya dilindungi oleh 
hukum. 
Hak pasien sendiri sebenarnya merupakan hak asasi yang 
bersumber dari hak dasar individu dan juga hak dasar sosial. 
Adapun dua asas hukum yang merupakan hak dasar dalam bidang 
kesehatan yaitu the right to healthcare atau hak atas pelayanan 
kesehatan dan the right of self determination atau hak untuk 
                                                             
13 Agustina Anggraeni, Tinjauan Yuridis Bagi Rumah Sakit yang Menolak Pasien yang Tidak 
Mampu, Journal of Law, Samarinda, 2020, hlm 14 
14 Anggraeni Endah Kusumaningrum, Penerapan Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai 




menentukan nasib sendiri yang kemudian melahirkan hak –hak 
turunan seperti yang dijelaskan dibawah ini15. 
Hak – Hak Pasien dalam Peraturan Perundang – Undangan 
1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
Pasal 4 
Setiap orang berhak atas kesehatan 
Pasal 5 
“(1) Setiap orang berhak untuk memperoleh akses sumber daya 
di bidang kesehatan. 
(2) Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 
(3) Setiap orang berhak untuk menentukan sendiri pelayanan 
kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan 
bertanggung jawab” 
Pasal 7 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan 
edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung 
jawab. 
Pasal 8 
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data 
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang 
telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 
Pasal 56 
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian 
atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan 
kepadanya setelah menerima dan memahami informasi 
mengenai tindakan tersebut secara lengkap. 
Pasal 57 
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan 
pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara 
pelayanan kesehatan. 
                                                             
15 Elizabeth Siregar dan Arrie Budhiartie, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam 




“(1) Setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi 
terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau 
penyelenggara kesehatan yang menyebabkan kerugian 
akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan 
kesehatan yang diterimanya.” 
2) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
Pasal 32 
Pasien memiliki hak untuk: 
a) mendapatkan informasi perihal tata tertib, hak serta 
kewajiban pasien yang berlaku di RS; 
b) mendapatkan layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan 
bermutu yang sesuai dengan standar profesi dan juga 
standar prosedur operasional tanpa diskriminasi; 
c) mendapatkan layanan yang efektif serta efisien; 
d) pengadukan kualitas pelayanan yang didapatkan; 
e) menentukan dokter dan kelas perawatan yang diingnkan; 
f) meminta konsultasi penyakitnya kepada dokter lain; 
g) dirahasiakan penyakit dan data-data medisnya; 
h) memperoleh informasi berupa diagnosis, prosedur, 
tujuan, alternatif, risiko dan komplikasi terhadap tindakan 
medis yang mungkin terjadi, serta asumsi biaya tindakan 
medis; 
i) menolak atau menyetujui tindakan medis kepadanya; 
j) didampingi oleh keluarga dalam keadaan kritis; 
k) beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 
serta menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya; 
l) memperoleh keamanan dan keselamatan selama 
perawatan; 
m) mengajukan saran terhadap Rumah Sakit; 
n) menggugat dan/atau menuntut RS jika pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar; dan 
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o) mengeluhkan pelayanan RS jika pelayanan tidak sesuai 
dengan standar ke media cetak dan elektronik  
Dari banyaknya hak yang telah disebutkan diatas, secara 
umum hak fundamental pasien yang harus dipenuhi dalam 
pelayanan kesehatan yaitu, hak atas pelayanan kesehatan yang 
bermutu, aman, dan terjangkau, hak atas informasi kesehatan dan 
tindakan atau pengobatan apa yang akan di berikan, hak pilihan 
untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tindakan, 
hak untuk memilih tenaga kesehatan serta sarana kesehatan, hak 
atas dirahasiakan penyakitnya oleh penyelenggara pelayanan 
kesehatan, dan hak atas pendapat kedua (second opinion). 
 
2.2 Kewajiban Pasien 
Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan 
atau sesuatu yang harus dilaksanakan dan merupakan keharusan. 
Sehingga yang dimaksud dengan kewajiban pasien adalah sesuatu 
yang harus dilaksanakan oleh pasien.  
Kewajiban Pasien dalam Peraturan Perundang – Undangan 
1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 
Pasal 53 
Pasien memiliki kewajiban untuk: 
a. memberikan informasi mengenai masalah kesehatannya 
secara lengkap dan jujur; 
b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter serta ketentuan 
yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan 
d. memberikan upah terhadap pelayanan yang diterima.  
2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban 
Pasien 
Pasal 26 
Dalam menerima pelayanan dari Rumah Sakit, Pasien 
mempunyai kewajiban untuk: 
a) menaati aturan yang ada di RS; 
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b) memakai fasilitas RS dengan bertanggung jawab; 
c) menghormati hak orang lain yang ada dan bekerja di 
rumah sakit ;  
d) menyampaikan informasi tentang masalah kesehatannya 
dengan jujur dan lengkap; 
e) menyampaikan informasi tentang kemampuan finansial 
dan jaminan kesehatan miliknya; 
f) menaati rencana terapi yang telah dianjurkan Tenaga 
Kesehatan; 
g) menerima semua akibat dari keputusan pribadinya; dan 
h) memberikan upah terhadap pelayanan yang diterima 
Garis besar yang dapat diambil mengenai kewajiban pasien 
yang harus dipenuhi dalam pelayanan kesehatan yaitu, kewajiban 
untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya berkaitan 
dengan kesehatannya, kewajiban untuk mematuhi nasihat dari 
tenaga kesehatan, dan kewajiban untuk memberi imbalan kepada 
tenaga kesehatan atas jasa yang telah diberikannya. 
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C. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit 
1. Pengertian Rumah Sakit 
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan masyarakat 
yang mempunyai karakteristik yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi 
dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan. Rumah sakit 
harus mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan 
bermutu agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya16. 
Berdasarkan Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit 
Seluruh Indonesia, Rumah Sakit adalah suatu sarana dalam mata rantai 
sistem kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan 
untuk seluruh masyarakat17. 
Sehingga, dari pengertian rumah sakit diatas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa rumah sakit adalah suatu sarana pelayanan kesehatan 
yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk masyarakat demi 
terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
Adapun rumah sakit sebagai bagian dari sumber daya kesehatan 
yang diperlukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan, 
pada prinsipnya, berfungsi sebagai sarana untuk pemulihan dan 
penyembuhan penyakit. Dan fungsi yang dimaksud merupakan tanggung 
jawab pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat18. 
 
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 
Menurut pasal 4 UU tentang Rumah Sakit, tugas dari rumah sakit 
adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna. Adapun pelayanan kesehatan secara paripurna sendiri adalah 
merupakan pelayanan kesehatan yang melingkupi kegiatan promotif, 
kegiatan preventif, kegiatan kuratif, serta kegiatan rehabilitatif. Kegiatan 
                                                             
16 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, 
Rajawali Pres, Jakarta, 2013 hlm 80. 
17 Dani Amalia Arifin, Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata di Rumah sakit Akibat 
Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Idea Hukum,  Volume 2, Nomer 1, Purwokerto, 
2016, hlm 78. 
18 Suhardy Hetharia, Aspek Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan 
Medis, Lex et Societatis, Volume I, Nomor 5, 2013, hlm 112 
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promotif adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi 
kesehatan, kegiatan preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu 
masalah kesehatan/penyakit, kegiatan kuratif adalah kegiatan pengobatan 
yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan 
akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan, dan 
kegiatan rehabilitatif adalah kegiatan untuk mengembalikan bekas 
penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai 
anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat. 
Kemudian, untuk menjalankan tugas seperti yang telah dijelaskan 
diatas, Rumah Sakit memiliki fungsi yaitu sebagaimana telah dirumuskan 
dalam pasal 5 UU tentang rumah sakit. Adapun fungsi tersebut yaitu: 
a. Fungsi penyelenggaraan pemulihan kesehatan serta 
pengobatan yang sesuai standar; 
b. Fungsi peningkatan dan pemeliharaan kesehatan lewat 
pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; 
c. Fungsi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia (SDM) 
dan pendidikan; 
d. Fungsi penyelenggaraan pengembangan dan penelitian serta 
penapisan teknologi di bidang kesehatan; 
Pengaturan mengenai tugas dan fungsi rumah sakit yang harus 
dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit 
merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap rumah 
sakit. 
 
3. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 
3.1 Hak Rumah Sakit 
Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan tentu 
memiliki hak – hak tersendiri yang telah terangkum dalam undang-
undang. Adapun salah satu undang-undang yang merangkum hak-
hak tersebut adalah dalam pasal 30 angka (1) UU tentang RS. Dan 
hak – hak tersebut adalah: 
a. memutuskan sendiri jenis, jumlah, juga kualifikasi sumber 
daya manusia (SDM) yang sesuai; 
b. mendapatkan upah atas jasa  
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c. memutuskan sendiri insentif, remunerasi, dan 
penghargaan asal selaras dengan undang-undangan yang 
ada; 
d. melakukan kerja sama dan menerima bantuan dengan/dari 
pihak lain; 
e. menggugat dan mendapatkan perlindungan hukum selama 
memberikan pelayanan kesehatan 
f. melakukan promosi layanan kesehatan selama masih 
sesuai dengan undang-undangan; dan 
g. memperoleh insentif pajak khusus bagi RS publik dan RS 
pendidikan. 
 
3.2 Kewajiban Rumah Sakit 
Selain hak – hak yang telah disebutkan diatas, rumah sakit 
juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban tersebut 
terdapat dalam Pasal 61 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: 
Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: 
a. memberikan informasi dan pelayanan kesehatan yang 
sesuai dengan standar pelayanan yang bermutu, aman, 
efektif, dan tanpa diskriminasi; 
b. memberikan pelayanan gawat darurat dan pelayanan 
kesehatan pada saat bencana yang sesuai dengan 
kemampuannya; 
c. memenuhi fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas 
pelayanan bagi masyarakat tidak mampu; 
d. menjaga standar mutu pelayanan dan melindungi hak 
pasien; 
e. membuat rekam medis dan sistem rujukan bagi pasien; 
f. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak 
bagi pasien dan pengunjung rumah sakit; 
g. menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan 
standar dan etika profesi dan juga undang-undangan ; 
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h. memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban 
pasien; 
i. memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan 
bencana; 
j. melaksanakan program kesehatan pemerintah; 
k. menyusun daftar tenaga medis yang praktik; 
l. membuat serta melaksanakan peraturan internal rumah 
sakit dan juga melaksanakan etika rumah sakit; 
m. memberi bantuan hukum bagi petugas rumah sakit 
ketika melaksanakan tugas; dan 
n. membuat lingkungan rumah sakit sebagai kawasan 
tanpa rokok. 
Semua kewajiban yang telah dituliskan diatas, dibuat dengan 
maksud untuk melindungi hak–hak pasien sebagai pengguna jasa 
pelayanan kesehatan. Dengan di laksanakannya kewajiban–
kewajiban diatas maka pasien akan merasa aman, nyaman dan 
puas dengan pelayanan kesehatannya selama di RS. 
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D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum Antara Pasien dengan 
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 
Yang dimaksud dengan hubungan Hukum adalah hubungan antara dua 
atau lebih subjek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan 
kewajiban yang timbal balik19. Hubungan semacam ini akan menimbulkan 
berbagai aspek hukum, baik aspek hukum administrasi, hukum perdata 
maupun hingga hukum pidana.  
1. Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Dokter 
Hubungan yang terjadi antara pasien dengan dokter pada akhirnya 
akan menimbulkan suatu hubungan hukum berupa perjanjian atau disebut 
sebagai transaksi terapeutik. Adapun yang dimaksud dengan transaksi 
terapeutik menurut Bahder Johan Nasution adalah hubungan hukum yang 
melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. 
Berbeda dengan transaksi biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat, 
transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, yaitu objek dari 
transaksi ini adalah upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien20. 
Adapun pola dasar hubungan pasien dengan dokter dapat 
dibedakan menjadi 3 pola hubungan berdasarkan sosial budaya dan 
penyakit pasien, yaitu21: 
a) Hubungan Aktif-Pasif (Activity-Passivity) 
Adalah merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran 
mulai mengenal kode etik kedokteran di abad ke-5 SM. 
Hubungan ini seperti hubungan antara orangtua-anak karena 
dokter seolah-olah dapat melaksanakan keilmuannya tanpa 
adanya campur tangan dari pasien. Hubungan ini biasa berlaku 
bagi pasien yang keselamatan jiwanya terancam, dalam 
keadaan tidak sadarkan diri atau sedang menderita gangguan 
mental berat 
                                                             
19 Soeroso, op.cit., hlm 269 
20 Yussy A. Mannas, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter 
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Jurnal Cita Hukum, Vol 6, No 1, Jakarta, 2018, 
hlm 168. 
21 Muhamad Sadi, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Prenadamedia 
Group, Cetakan 1, Jakarta, 2015, hlm 96-97 
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b) Hubungan Kerjasama Terpimpin (Guidance-Cooperation) 
Adalah merupakan hubungan membimbing-kerjasama yang 
polanya sama seperti hubungan antara orangtua dengan 
remaja. Hubungan ini berlaku bagi pasien dengan keadaan atau 
penyakit yang tidak terlalu berat sehingga pasien masih dalam 
keadaan sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. 
Adapun dalam hubungan ini, meskipun dokter tau lebih banyak 
tetapi ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaannya tetapi 
mengajak pasien untuk bekerja sama dengan cara menuruti 
nasehat dan anjuran dari dokter. 
c) Hubungan Partisipasi Bersama (Mutual Participation) 
Pola hubungan ini ada berdasarkan filosofi pemikiran bahwa 
setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. 
Hubungan ini berlaku bagi pasien yang ingin memelihara 
kesehatannya seperti dengan melakukan medical checkup atau 
pada pasien dengan penyakit kronis. Pasien secara sadar dan 
aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Namun pola 
hubungan ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan 
pendidikan dan status sosial rendah atau juga pada anak atau 
pasien dengan gangguan mental tertentu. 
 
2. Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Rumah Sakit 
Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien adalah sebuah 
hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak dan kewajiban 
masing-masing pihak secara timbal balik22. Kegagalan salah satu pihak 
memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian 
dapat berakibat pada gugatan hingga tuntutan pidana. 
Sehingga, dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa hubungan 
hukum antara rumah sakit dengan pasien juga berdasarkan transaksi 
terapeutik karena hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan 
                                                             
22 Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Tenaga Kesehatan Medis 
(dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 6, No 2, 2018, hlm 191. 
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kewajiban bagi kedua belah pihak dan objek dari transaksi ini adalah upaya 
atau terapi untuk penyembuhan pasien. 
Adapun perjanjian yang timbul berdasarkan hubungan hukum 
antara pasien dengan rumah sakit yaitu23: 
1) Perjanjian perawatan, yaitu ketika terdapat kesepakatan antara 
pasien dengan rumah sakit dengan pihak rumah sakit akan 
menyediakan kamar tempat perawat melakukan asuhan 
keperawatan 
2) Perjanjian pelayanan medis, yaitu ketika terdapat kesepakatan 
antara pasien dengan rumah sakit bahwa tenaga medis pada 
rumah sakit akan berupaya untuk menyembuhkan pasien 
secara maksimal melalui tindakan medis (ispanning verbintenis) 
 
 
                                                             
23 Ta’adi, Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi bagi Perawat, Penerbit Buku Kedokteran 
EGC, Jakarta, 2013, hlm 28. 
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E. Tinjauan Umum tentang Keadaan Gawat Darurat  
1. Pengertian Gawat Darurat  
Gawat (critical) adalah suatu keadaan yang berbahaya, genting, 
penting, tingkat kritis suatu penyakit. Sedangkan darurat (emergency) 
adalah kejadian yang tidak disangka-sangka dan memerlukan tindakan 
segera24. Sehingga, gawat darurat jika digabungkan dapat diartikan 
sebagai keadaan berbahaya / kritis yang memerlukan tindakan segera.  
Sedangkan, menurut Yulianingsih lewat bukunya yang berjudul 
Asuhan Kegawatdaruratan Dalam Kebidanan, beliau mengartikan Gawat 
darurat sebagai suatu keadaan yang serius yang harus mendapatkan 
pertolongan segera. Bila terlambat atau terlantar akan berakibat buruk, 
baik memburuknya penyakit atau kematian25.  
Adapun menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Rumah Sakit dalam Pasal 1 disebutkan bahwa gawat darurat adalah 
keadaan klinis pasien dimana pasien butuh tindakan medis dengan cepat 
dan sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah cacat 
yang lebih lanjut.  
Sehingga, apabila ditarik kesimpulan maka, yang dimaksud dengan 
gawat darurat adalah suatu keadaan klinis yang mengkhawatirkan yang 
datangnya tidak disangka – sangka dan memerlukan tindakan medis 
segera agar selamatnya nyawa dan tidak memburuknya suatu penyakit. 
Adapun pasien dalam kondisi gawat darurat dapat dikelompokkan 
menjadi beberapa tingkat gawat darurat, yaitu26:  
a. Pertama, kelompok dengan cidera ringan. Kelompok ini tidak 
terancam jiwanya tanpa pelayanan medis segera. 
b. Kedua, kelompok dengan cidera sedang atau berat. Kelompok 
ini jika diberi pertolongan segera akan dapat menyelamatkan 
jiwanya.  
                                                             
24 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran 
EGC, Jakarta, 2014, hlm 207 
25 Mahsun Ismail, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Menangani Keadaan Medis 
Darurat Berdasarkan Implied Concent, Jurnal Islamadina, Madura, Volume 20, Nomor 1, 2019, 
hlm 61 
26 Soekidjo Notoatmodjo, op.cit. hlm 164. 
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c. Ketiga, kelompok dengan cidera sangat berat atau parah. 
Kelompok ini walaupun diberi pertolongan tidak akan 
menyelamatkan jiwanya. 
Pada dasarnya, upaya pelayanan dan penanggulangan pada pasien 
gawat darurat mencakup suatu rangkaian kegiatan yang harus 
dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mencegah kecacatan 
atau kematian yang mungkin terjadi.  
 
2. Kewajiban Tenaga Kesehatan Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan 
pada Pasien Gawat Darurat 
2.1 Kewajiban Tenaga Kesehatan Untuk Memberikan Pelayanan 
Kesehatan pada Pasien Gawat Darurat menurut Undang-Undang 
Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada pasien gawat darurat diatur dalam pasal 59 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
yang berbunyi: 
“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib 
memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat 
darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan 
nyawa dan pencegahan kecacatan kepada Penerima 
Pelayanan Kesehatan. Tenaga Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima 
Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang 
muka terlebih dahulu.” 
Selain terdapat dalam undang-undang tenaga kesehatan 
diatas, kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada pasien gawat darurat juga tercantum dalam 
pasal 51 huruf (d) UU tentang Praktik Kedokteran. Adapun isi dari 
pasal tersebut diatas adalah, dokter (termasuk dokter gigi) memiliki 
kewajiban atas dasar kemanusiaan untuk memberi pertolongan 
darurat dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dan kewajiban 
ini dapat gugur apabila dokter tersebut yakin ada dokter lain yang 




Dari pasal diatas, jelas diterangkan bahwa tenaga 
kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan 
pertama dalam keadaan darurat kepada pasien sebagai penerima 
pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah 
kecacatan terhadap pasien tersebut. Adapun kewajiban ini dapat 
gugur apabila tenaga kesehatan tersebut yakin bahwa ada tenaga 
kesehatan lain yang mampu untuk memberikan pertolongan 
darurat yang lebih baik darinya. Namun apabila tenaga kesehatan 
tersebut tidak yakin ada orang lain yang mampu, maka kewajiban 
memberi pertolongan tersebut tetap diemban oleh tenaga 
kesehatan tersebut dan karenanya maka dilarang menolak pasien 
yang membutuhkan pertolongan medis darurat. 
 
2.2 Kewajiban Tenaga Kesehatan Untuk Memberikan Pelayanan 
Kesehatan pada Pasien Gawat Darurat menurut Kode Etik 
Kedokteran 
Menurut kamus kedokteran Ramali dan Pamucak (1987) 
yang dimaksud dengan etika adalah pengetahuan tentang perilaku 
yang benar dalam suatu profesi. Adapun ciri-ciri etik profesi yaitu: 
berlaku untuk lingkungan profesi, disusun oleh organisasi profesi 
yang bersangkutan, mengandung kewajiban dan larangan, dan 
menggugah sikap manusiawi27. Dan mengenai kewajiban untuk 
memberikan pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat, 
kode etik kedokteran Indonesia memiliki sejumlah butir pasal yang 
mengatur mengenai hal tersebut, adapun pasal – pasal tersebut 
yaitu28: 
Pasal 13 
                                                             
27 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, op.cit., hlm 2. 
28 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia dan Ikadatan Dokter Indonesia, Kode Etik 
Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, 
Jakarta, fakultas kedokteran USU, 2006, hlm 4. 
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“Dokter sebagai suatu tugas kemanusiaan berkewajiban untuk 
melakukan pertolongan darurat, kecuali jika yakin ada orang 
lain bersedia dan mampu memberikannya” 
Pasal 7d 
“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya 
melindungi hidup insani” 
Dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dokter 
diharuskan untuk melakukan pertolongan darurat dan melindungi 
hidup pasien dikarenakan tugas kemanusiaannya karena 
mengemban profesi sebagai dokter tersebut. 
 
3. Kewajiban Rumah Sakit Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan pada 
Pasien Gawat Darurat 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rumah sakit memiliki 
kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien gawat 
darurat. Kewajiban ini telah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang 
tentang Kesehatan yang berbunyi:  
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan 
kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan 
kecacatan terlebih dahulu. 
(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik 
pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau 
meminta uang muka. 
Selanjutnya, dalam pasal 190 pada undang-undang yang sama 
ditekankan bahwa pimpinan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan 
sengaja tidak memberi pertolongan pertama pada pasien yang dalam 
keadaan gawat darurat saat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan 
kesehatan, dapat dipidana maksimal dua tahun penjara dan denda 
maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan apabila 
penolakan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian 
pada pasien maka, pimpinan dan/atau tenaga kesehatan yang bekerja di 
fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat dipidana maksimal sepuluh 
tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. 
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Selain dalam undang-undang tentang kesehatan yang telah 
dijelaskan diatas, kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan 
gawat darurat kepada pasien juga terdapat dalam pasal 29 angka (1) 
huruf c dan f Undang–Undang tentang Rumah Sakit yang berbunyi: 
“Rumah Sakit memiliki kewajiban: 
(c) untuk memberikan layanan gawat darurat sesuai dengan 
kemampuannya 
(f) untuk memenuhi fungsi sosial dengan cara: memberikan fasilitas 
pelayanan kepada pasien tidak mampu, pelayanan gawat 
darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban 
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial” 
Dan mengenai kewajiban rumah sakit kepada pasiennya untuk 
memberikan pelayanan gawat darurat yang sesuai dengan kemampuan 
pelayanannya sebagaimana telah disebutkan diatas, dilakukan pada 
instalasi gawat darurat berupa: 
a. Triase  
Yang dimaksud dengan Triase adalah merupakan 
pemeriksaan awal atau skrining cepat untuk mengidentifikasi 
status kegawat daruratan dan prioritas penanganan terhadap 
seluruh pasien yang datang ke instalasi gawat darurat (IGD). 
Triase wajib dilakukan karena prioritas penanganan pasien 
didasarkan pada hasil triase. Dan selain kewajiban melakukan 
triase kepada seluruh pasien yang datang ke IGD, seluruh 
pasien yang datang ke IGD juga wajib memiliki dokter 
penanggungjawab yang berada ditempat.   
b. Tindakan penyelamatan nyawa (life saving) atau pencegahan 
kecacatan. 
Dari pasal yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa 
adalah merupakan suatu kewajiban bagi fasilitas pelayanan kesehatan 
untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat. 
Adapun caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap 
setiap pasien yang datang ke instalasi gawat darurat dan kemudian baru 
melakukan perawatan sesuai dengan kebutuhan medis pasien tersebut. 
Kemudian, mengenai kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk 
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memberikan pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat terdapat 
pasal tersendiri mengenai ketentuan pidana bagi fasilitas pelayanan 
kesehatan yang menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. 
Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk segera memberikan 






F. Tinjauan Umum tentang Persalinan 
1. Pengertian Persalinan 
Persalinan menurut Canningham, merupakan kontraksi uterus yang 
menyebabkan dilatasi serviks dan mendorong janin melalui jalan lahir29. 
Sedangkan menurut WHO, persalinan normal adalah persalinan yang 
dimulai secara spontan, beresiko rendah dari awal persalinan dan selama 
proses persalinan, bayi dilahirkan dalam presentasi belakang kepala pada 
usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu lengkap, dan setelah 
persalinan ibu maupun bayi berada dalam kondisi sehat30. Sehingga, 
berdasarkan pengertian diatas, persalinan adalah kontraksi uterus yang 
menyebabkan dilatasi serviks dan mendorong janin keluar melalui jalan 
lahir pada usia kehamilan antara 37 hingga 42 minggu. 
Adapun beberapa tanda dimulainya proses persalinan adalah sebagai 
berikut; (1) Terjadinya his persalinan yang sifatnya teratur, interval makan 
pendek, dan kekuatan makin besar yang menyebabkan pinggang terasa 
sakit menjalar ke depan dan apabila makin beraktivitas (jalan) kekuatan 
his akan makin bertambah; (2) Pengeluaran lendir dengan darah. Lendir 
berasal dari lendir kanalis servikalis karena servik membuka dan mendatar, 
sedangkan darah berasal dari pembuluh darah kapiler yang berada di 
sekitar kanalis servikalis yang pecah karena pergeseran ketika serviks 
membuka; (3) Pengeluaran cairan ketuban menjelang pembukaan 
lengkap; (4) Pelunakan, pendataran dan pembukaan serviks31. 
 
2. Tahapan Persalinan 
Berikut merupakan tahapan persalinan yang dibagi menjadi 4 kala. 
Adapun penjelasan terhadap masing-masing tahapan adalah32: 
a. Kala 1 
                                                             
29 Jenny J.S Sondakh, Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir, Erlangga, Jakarta, 
2013, hlm 2 
30 Retno Heru Setyorini, Belajar Tentang Persalinan, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 
2013, hlm 2 
31 Jenny J.S Sondakh, op.cit., hlm 3 
32 Retno Heru Setyorini, op.cit., hlm 4-6 
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Biasa disebut sebagai kala pembukaan, yaitu dimulai dari servix 
membuka sampai pembukaan lengkap (10 cm) yang terbagi atas:  
- Fase laten: dari pembukaan 0 cm s/d 3 cm dengan lamanya sekitar 
8 jam.  
- Fase aktif, terbagi atas: 
 fase akselerasi: pembukaan yang terjadi sekitar 2 jam, dari 
mulai pembukaan 3 cm menjadi 4 cm.  
 fase dilatasi maksimal: pembukaan berlangsung 2 jam, 
terjadi sangat cepat dari 4 cm menjadi 9 cm 
  fase deselerasi: pembukaan terjadi sekitar 2 jam dari 
pembukaan 9 cm s/d lengkap 
Adapun beberapa tanda bahaya selama kala 1 yang dapat 
mengakibatkan kondisi gawat darurat yaitu: 
1) Tekanan darah lebih dari 140/90 
2) Suhu lebih dari 38 derajat celcius 
3) Nadi lebih dari 100/menit 
4) Kontraksi kurang dari 2 dalam 10 menit, berlangsung kurang 
dari 40 detik, lemah untuk dipalpasi 
5) Serviks patograf melewati garis waspada pada fase aktif 
6) Cairan amniotic berupa meconium, darah, dan bau 
7) Urine dengan volume yang tidak cukup dan kental 
b. Kala 2 
Disebut juga sebagai kala pengeluaran. Pada kala ini his menjadi 
lebih kuat dan cepat, perineum mulai menonjol dan menjadi lebar 
dengan anus membuka, Labia mulai membuka dan dengan his dan 
kekuatan mengejan maksimal, kepala janin di lahirkan dengan 
suboksiput di bawah simpisis pubis, diikuti dahi, muka dan dagu 
melewati perineum. Setelah istirahat sejenak, kepala janin melakukan 
putaran paksi luar dan his lagi untuk mengeluarkan badan dan anggota 
tubuh lainnya. Kala 2 berlangsung rata-rata 1, 5 jam dan multi rata-
rata 0, 5 jam 
c. Kala 3 
Kala 3 dimulai dari bayi lahir sampai dengan plasenta lahir. Setelah 
bayi lahir beberapa menit kemudian (6-15 menit) uterus berkontraksi 
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lagi untuk melepaskan placenta dari dindingnya. Pengeluaran plasenta 
terjadi di sertai dengan pengeluaran darah 
d. Kala 4 
Kala 4 merupakan masa 1-2 jam setelah melahirkan. Pada masa ini 
ibu masih tetap harus berada di dalam kamar bersalin agar dapat 
diawasi dengan baik. Adapun yang harus di awasi pada kala IV adalah: 
1) Tingkat kesadaran ibu 
2) Tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan pernapasan 
3) Kontraksi uterus, dan 
4) Perdarahan. 
Perdarahan masih dianggap normal jika tidak melebihi 500 cc, 






G. Tinjauan Umum tentang Peraturan Terkait Pandemi Covid-19 di 
Indonesia 
1. Pandemi Covid-19 di Indonesia 
Coronavirus adalah sekumpulan virus dari sub famili 
Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. 
Virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung, mamalia, dan 
termasuk pula manusia. Adapun efek coronavirus yang menyerang 
manusia yaitu dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang 
umumnya ringan, meskipun dalam beberapa bentuk, penyakit seperti; 
SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan33. 
Adapun wabah COVID-19 sendiri baru diketaui pada Desember 
2019 di kota Wuhan, yang berada di provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya 
virus ini terus menyebar ke seluruh dunia. Dan hingga tulisan ini dibuat 
pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 sudah ada 219 negara dan wilayah di 
seluruh dunia yang telah melaporkan kasus Covid-19 dengan rincian 
jumlah pasien terinfeksi corona di dunia telah mencapai 102,628,183 
kasus dengan jumlah pasien meninggal dunia sebesar 2,216,279 jiwa dan 
jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebesar 74,327,556 jiwa34.  
Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang juga dihimpun pada 
hari Sabtu 30 Januari 2021. Ada total kasus mencapai 1,051,795 kasus 
positif, ada 852,260 pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh dan 
ada 29,518 pasien Covid-19 yang meninggal dunia35. 
Sehingga, berdasarkan data diatas, Pada tanggal 11 Maret 2020, 
direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus telah mengumumkan virus corona sebagai pandemi. Hal ini 
dikarenakan Covid-19 masuk ke dalam 3 kriteria umum pandemi yaitu 
                                                             
33 Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai 
Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN 
Syarif Hidayatullah, Volume  7, Nomor 3, Jakarta, 2020, hlm 228. 
34 Worldometers, 2021, COVID-19 Corona Virus Pandemic (online), 
https://www.worldometers.info/coronavirus/, (30 Januari 2020) 
35 Kawal Covid19, 2021, Kawal informasi seputar COVID-19 secara tepat dan akurat (online), 
https://kawalcovid19.id/, (30 Januari 2020) 
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virus yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian, penularan virus 
yang berkelanjutan dan penyebaran ke seluruh dunia36. 
 
2. Protokol Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi 
Covid – 19 
Salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka kematian ibu 
dan bayi selama wabah pandemi Covid-19 ini adalah dengan membuat 
protokol pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Protokol ini 
diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan pelaksana layanan 
kesehatan ibu dan anak (baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota) 
termasuk juga swasta, masyarakat serta relawan sebagai acuan pelayanan 
kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Adapun isi dari protokol tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
FKTP untuk layanan kesehatan ibu terdiri dari Puskesmas, 
dan/atau Bidan Praktik Mandiri. Adapun protokol persalinan dalam 
pelayanan di FKTP yaitu: 
1) Sebelum proses persalinan berlangsung, wajib bagi seluruh ibu 
hamil untuk melakukan rapid tes, kecuali apabila rapid tes tidak 
tersedia. 
2) Persalinan dilakukan di tempat yang telah dipersiapkan dengan 
baik dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
3) Layanan persalinan yang diberikan di FKTP adalah jenis 
persalinan tanpa tanda bahaya atau bukan kasus persalinan 
dengan ibu hamil yang ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 
4) Apabila hasil rapid tes ibu hamil yang telah dilakukan 
sebelumnya positif, maka ibu hamil tersebut dapat dirujuk ke 
rumah sakit rujukan Covid-19 ataupun rumah sakit mampu 
PONEK 
                                                             
36 CNN Indonesia, 2020, WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi (online), 
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-
corona-sebagai-pandemi, (30 Januari 2021) 
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5) Setidak-tidaknya APD level-2 di gunakan oleh penolong 
(bidan/dokter) dalam proses persalinan di FKTP 
6) Apabila ibu hamil dengan status ODP, PDP, dan terkonfirmasi 
Covid-19 atau memiliki hasil rapid tes positif tersebut dalam 
keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk dirujuk maka 
ibu hamil tersebut dapat melakukan persalinan di FKTP dengan 
syarat penolong persalinan menggunakan APD level 3 dan 
ruang bersalin dilengkapi dengan delivery chamber 
7) Sampah medis dimusnahkan dengan insinerator. 
8) Melakukan disinfektan untuk alat-alat medis dan tempat 
bersalin dengan larutan chlorine 0.5% 
9) Ruang bersalin yang dianjurkan adalah ruang bersalin yang 
terkena sinar matahari serta memiliki sirkulasi udara yang baik 
 
b. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) 
Untuk layanan kesehatan ibu, fasilitas kesehatan rujukan terdiri 
dari: rumah sakit umum (RSU), rumah sakit rujukan Covid-19 dan 
rumah sakit ibu dan anak (RSIA). Adapun protokol persalinan dalam 
pelayanan di FKRTL yaitu: 
1) Sebelum bersalin wajib dilakukan rapid tes kepada ibu hamil. 
Kecuali pada ibu hamil yang telah melakukan rapid tes sebelum 
dirujuk di FKRTL atau pada ibu hamil yang telah dinyatakan 
positif Covid-19. 
2) Pengambilan spesimen serta pemeriksaan PCR kepada ibu 
hamil dengan hasil rapid tes positif tetap wajib untuk dilakukan. 
3) Ibu hamil yang akan bersalin dengan normal dengan status 
non-Covid-19 dan tidak ditetapkan sebagai ODP/PDP dapat 
dilayani dengan menggunakan APD level 2 
4) Ibu hamil yang akan bersalin dengan normal dan berstatus 
terkonfirmasi positif Covid-19 atau telah ditetapkan sebagai 
OTG/ODP/PDP dapat dilayani oleh dokter dengan 
menggunakan APD level-3  
5) Ibu hamil yang akan bersalin dengan operasi cesar dapat 
dilayani oleh dokter dengan menggunakan APD level-3 baik 
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untuk ibu hamil dengan status nonCovid maupun yang telah 
terkonfirmasi positif Covid-19 
6) Sampah medis infeksius dimusnahkan dengan insinerator. 
7) Alat medis bekas pakai dan tempat bersalin dibersihkan dengan 
mengikuti pedoman PPIRS 
8) Ruang bersalin yang dianjurkan adalah ruang bersalin yang 
terkena sinar matahari dan memiliki ventilasi yang 
memungkinkan sirkulasi udara yang baik. 
 
Adapun selain protokol diatas, pemerintah juga berkewajiban untuk 
memastikan kelanjutan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 
dengan cara sebagai berikut: 
1) Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempersiapkan 
dan juga memastikan kesiapan FKTP dan FKRTL dalam memberi 
layanan kepada ibu dan anak dengan status nonCovid maupun 
yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 
2) Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memiliki kewajiban untuk: 
a. Mempersiapkan prosedur operasional untuk triase dan alur 
tata kelola pasien baik untuk pasien yang telah terkonfirmasi 
positif Covid-19 maupun untuk yang non-Covid-19 
b. Memastikan puskesmas menyediakan layanan pemeriksaan 
dan persalinan normal bagi ibu hamil untuk ibu hamil yang 
terkonfirmasi tidak positif COVID-19: 
c. Menetapkan RS mampu PONEK sebagai rujukan maternal 
neonatal bukan COVID-19. 
d. Menyediakan layanan untuk ibu hamil dan persalinan 
dengan status terkonfirmasi positif COVID-19 
e. Menyediakan layanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru 
lahir. 
f. Menetapkan RS Rujukan COVID-19 untuk menangani 
rujukan maternal neonatal atau memastikan RS mampu 




g. Memastikan kebutuhan farmasi dan alat kesehatan (APD, 
rapid tes, dll) terpenuhi sesuai kebutuhan. 
h. Mengembangkan teknologi untuk informasi, edukasi, 
konsultasi dan sistem rujukan 
i. Menyediakan fasilitas cuci tangan dan air bersih di seluruh 
fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 
Dari protokol pelayanan persalinan yang telah dituliskan diatas, 
maka dapat diketahui bahwa ibu hamil wajib untuk rapid test sebelum 
proses persalinan. Adapun apabila kemudian didapati bahwa hasil rapid 
tes tersebut positif maka ibu hamil dengan hasil rapid tes positif tersebut 
dapat dirujuk baik ke rumah sakit rujukan Covid-19 ataupun rumah sakit 
mampu PONEK. Namun, rumah sakit asal tetap memiliki kewajiban untuk 
melakukan pelayanan persalinan apabila kondisi ibu hamil terkonfirmasi 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penolakan Ibu Hamil oleh Rumah Sakit Akibat Protokol Petunjuk 
Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Sebagai Bentuk 
Tindak Pidana 
Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang bertujuan 
untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, serta sumber 
daya manusia di rumah sakit dan lingkungan sekitar rumah sakit. Maka dari 
itu sudah semestinya penyelenggaraannya didasarkan pada nilai 
kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, dan nilai 
perlindungan pasien. Sehingga, dapat diketahui bahwa keselamatan pasien 
merupakan prioritas yang harus dicapai oleh rumah sakit sebagai institusi 
pelayanan kesehatan. 
Namun halnya, baru-baru ini terdapat beberapa kasus mengenai penolakan 
ibu hamil oleh rumah sakit yang terjadi selama pandemi COVID-19 
berlangsung yang tidak sesuai dengan tujuan utama rumah sakit yaitu untuk 
memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien. Dan sebagian dari 
kasus tersebut terjadi dikarenakan adanya protokol petunjuk praktis layanan 
kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama pandemi COVID – 19 yang 
mewajibkan ibu hamil yang akan bersalin untuk melakukan rapid test sebelum 
proses persalinan. Dan apabila kemudian hasil dari rapid tes yang dilakukan 
oleh ibu hamil tersebut positif maka rumah sakit dapat merujuk ibu hamil 
tersebut ke RS rujukan Covid-19 ataupu RS mampu PONEK. Namun apabila 
ibu hamil dengan hasil rapid tes positif tersebut dalam keadaan yang tidak 
memungkinkan atau dapat membahayakan apabila dirujuk maka rumah sakit 
awal harus tetap melayani proses persalinan ibu tersebut dengan 
menggunakan APD level-3 untuk penolong dan delivery chamber untuk ruang 
bersalin. 
Apabila dilihat dari isi protokol tersebut diatas, seharusnya sudah jelas 
bahwa meskipun hasil rapid test ibu hamil yang akan bersalin positif, tetap 
saja ibu hamil tersebut berhak akan perawatan dari rumah sakit terutama 
apabila ibu hamil tersebut dalam keadaan yang gawat darurat. Adapun yang 
dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan klinis yang 
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mengkhawatirkan yang datangnya tidak disangka – sangka dan memerlukan 
tindakan medis segera agar selamatnya nyawa dan tidak memburuknya suatu 
penyakit. 
Meskipun umumnya persalinan berlangsung alamiah, akan tetapi tetap saja 
diperlukan pemantauan khusus untuk mengurangi risiko kematian ibu dan 
janin karena sejatinya kondisi kesehatan ibu hamil yang berbeda beda. Apalagi 
menurut Ketua Komite Ilmiah International Conference on Indonesia Family 
Planning and Reproductive Health (ICIFPRH) angka kematian ibu di Indonesia 
hingga tahun 2019 masih tetap tinggi, yaitu 305 kematian per 100.000 
kelahiran hidup37. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibanding hasil SDKI 
pada tahun 2012 yang mencapai 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup 
dan masih lebih tinggi dibanding dengan hasil SDKI pada tahun 2007 yaitu 
228 kematian per 100.000 kelahiran hidup38.  
Adapun faktor penyebab kematian terhadap ibu, dapat dikelompokkan 
menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab 
langsung kematian ibu adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi 
kehamilan, persalinan dan nifas, seperti: perdarahan (30%) eklamsi (25%), 
infeksi (12%), sepsis puerperalis (8%), lain-lain (25%). Dan kematian bayi 
mayoritas disebabkan oleh asphyksia (37%), BBLR (34%), sepsis (12%), lain-
lain (17%)39. 
Kemudian penyebab tidak langsung kematian ibu adalah faktor-faktor yang 
memperberat keadaan ibu hamil seperti terlalu muda (2,6%), terlalu tua 
(27%), terlalu sering melahirkan (11,8%) dan terlalu dekat jarak kelahiran. 
Selain penyebab tersebut diatas, terlambat mengenal tanda bahaya dan 
mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat 
                                                             
37 Sali Susiana, Angka Kematian Ibu: Faktor Penyebab dan Upaya Penanganannya, Info 
Singkat, Vol 11, Nomer 24, Jakarta, 2019, hlm 13. 
38 Wayan Aryawati, Pengembangan Model Pencegahan Resiko Tinggi Kehamilan dan 
Persalinan yang Terencana dan Antisipatif (REGITA), Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia,  
 Volume 05, Nomer 02, Lampung,  Juni 2016, hlm 83. 
39 Maria Retno Ambarwati, Rita Yuliana, Nurwening Tyas Wisnu, Gambaran Faktor Penyebab Ibu 
Hamil Resiko Tinggi Tahun 2005-2010 (Di Polindes Sambikerep Kecamatan Rejoso 
Kabupaten Nganjuk), Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Volume 02, Ponorogo, November 
2011, hlm 02. 
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dalam penanganan kegawatdaruratan juga dapat memperburuk status 
kesehatan ibu dan mempersulit proses penanganan kegawatdaruratan 
kehamilan, persalinan dan nifas40. 
Sehingga, karena alasan risiko tersebut diatas maka, bukanlah termasuk 
tindakan yang tepat bagi rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 
masyarakat untuk menolak ibu hamil yang akan bersalin hanya karena hasil 
rapid test yang positif. Karena dua jenis rapid test yang saat ini digunakan di 
Indonesia untuk mendeteksi virus Covid-19 yaitu rapid test antigen dan rapid 
test deteksi antibody memiliki sensitivitas yang tergolong rendah dan bisa 
menghasilkan hasil test negative dan/atau positive palsu. Adapun tes 
pendeteksian antigen yang mendeteksi komponen protein virus pada sampel 
dari saluran pernapasan setelah diuji, sensitivitasnya dilaporkan bervariasi 
antara 45% dan 97%. Variasi tersebut dikarenakan kinerja alat tes ini 
dipengaruhi beberapa faktor, yaitu waktu mulai munculnya gejala penyakit, 
kualitas specimen pada saat diambil serta formulasi reagen didalam alat tes41. 
Kemudian, jenis rapid test yang berikutnya yakni tes antibodi yang 
mendeteksi antibodi dari sampel darah atau serum seseorang setelah 
dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Dohlan (2020), hasil penelitian 
menunjukkan sensitivitas rapid test antibody hanya 36,42%. Dan berdasarkan 
data tersebut, WHO tidak merekomendasikan penggunaan alat tes diagnostic 
cepat (RDT) berbasis antibody IgM /IgG untuk penegakan diagnosis dan 
perawatan pasien COVID-1942. 
Namun, apabila memang pihak rumah sakit tidak mampu dan tidak ingin 
mengambil resiko dengan menolong persalinan ibu hamil dengan hasil rapid 
test positif dan yakin bahwa ada rumah sakit lain yang lebih mampu 
melakukannya, maka ibu hamil tersebut harus dirujuk ke RS rujukan COVID-
                                                             
40 Wayan Aryawati, op.cit., hlm 87 
41 Eliseo Albert, Ignacio Torres (Ed), Field evaluation of a rapid antigen test (Panbio™COVID-
19 Ag RapidTest Device) for COVID-19 diagnosis in primary healthcare centres, Clinical 
Microbiology and Infection, Spain, 2020, hlm 2 
42 Halbina Famung Halmar, Nur Febrianti, Maria Kurnyata Rante Kada, Pemeriksaan Diagnostik 
COVID-19 : Studi Literatur, Jurnal Keperawatan Muhammadiyah, 2020, hlm 227-228 
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19 atau RS mampu PONEK dengan catatan saat merujuk pasien, rumah sakit 
yang akan merujuk harus tau hal berikut ini, yaitu43: 
a. Lokasi rujukan 
Perihal ini penting untuk diketahui karena dengan mengetahui jarak 
pasti yang harus ditempuh dan waktu yang harus disediakan untuk 
mengantar ibu hamil ke lokasi rujukan maka ibu ataupun bayinya akan 
mendapatkan rujukan yang tepat waktu sehingga dapat menurunkan 
angka kesakitan atau angka kematian ibu dan bayi. 
b. Ketersediaan pelayanan 
Perihal ini penting agar tempat rujukan sesuai dengan kebutuhan 
pelayanan dan penanganan yang diperlukan oleh ibu dan bayi. 
c. Biaya pelayanan 
Hal-hal mengenai pembiayaan juga sangat penting untuk 
disampaikan kepada ibu karena berkaitan dengan tingkat social 
ekonomi ibu atau keluarga. 
d. Jarak tempuh 
Jarak tempuh penting untuk diperhitungkan karena berkaitan 
dengan persiapan yang perlu disiapkan misalnya obat apa yang perlu 
dibawa, kendaraan yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan dan lain 
seterusnya. 
Sehingga, apabila rumah sakit menolak melakukan perawatan persalinan 
terhadap ibu hamil dengan hasil rapid test positif dan enggan melakukan 
rujukan terhadap ibu hamil tersebut. Maka, bisa dikatakan bahwa rumah sakit 
tersebut melakukan tindakan penelantaran terhadap pasien. Adapun 
penelantaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 
perbuatan menelantarkan yang merupakan kata kerja dari telantar yang 
memiliki arti terhantar; terletak tidak terpelihara; serba tidak kecukupan; tidak 
terpelihara; tidak terawat; tidak terurus. Sehingga jika disimpulkan maka, 
penelantaran berarti perbuatan membuat tidak terpelihara, atau terurusnya 
                                                             
43 Jenny J.S Sondakh, op.cit., hlm 12 -13 
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seseorang. Adapun unsur-unsur penelantaran pasien menurut Guwandi, 
yaitu44: 
1) harus ada hubungan dokter-pasien 
2) dokter itu mengakhiri secara sepihak hubungan antara dokter-pasien 
tanpa memberikan cukup waktu kepada pasien untuk memperoleh 
pelayanan dari dokter lain;   
3) harus ada kebutuhan berkelanjutan untuk penerusan pengobatan;   
4) penelantaran itu adalah penyebab dari cedera atau kematian pasien. 
Perbuatan menelantarkan pasien seperti yang telah dijelaskan diatas jelas 
telah melanggar hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang 
layak serta bermutu dan juga sesuai dengan standar (baik standar prosedur 
operasional maupun juga standar profesi) yang telah dijamin dalam undang-
undang.  
Selain melanggar hak pasien, perbuatan menelantarkan pasien juga 
bertentangan dengan pasal 32 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan dimana dalam pasal ini dinyatakan bahwa wajib hukumnya 
bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan 
demi penyelamatan nyawa serta pencegahan kecacatan lebih lanjut. Dan 
karena kewajiban ini pula maka fasilitas kesehatan dilarang untuk menolak 
ataupun meminta uang muka dalam keadaan darurat kepada pasien. 
Kemudian, dalam pasal 190 pada undang-undang yang sama, dijelaskan 
mengenai ancaman pidana bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya 
untuk memberikan pertolongan dalam keadaan gawat darurat seperti yang 
telah dijelaskan diatas, adapun ancaman pidananya adalah maksimal 2 (dua) 
tahun penjara dan dan denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). Dan ancaman pidana tersebut dapat berubah menjadi maksimal 10 
(sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau 
kematian pada pasien. 
                                                             




Kemudian, tindakan rumah sakit dan/atau tenaga kesehatan yang dengan 
sengaja membiarkan seorang dalam keadaan sengsara dan tidak memberikan 
pertolongan terhadap pasien dan kemudian menyebabkan kerugian bagi 
pasien sebagaimana dimaksud diatas, juga diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 304 dan 531 KUHP. Adapun dalam 
Pasal 304 KUHP disebutkan bahwa: 
“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang 
dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
Selain itu, menurut pasal 306 KUHP apabila perbuatan membiarkan 
seorang dalam keadaan sengsara diatas mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun 6 bulan dan 
dapat diperberat menjadi maksimal 9 tahun penjara apabila perbuatan 
tersebut mengakibatkan kematian terhadap pasien. 
Selanjutnya, dalam pasal 531 KUHP juga diatur tentang perbuatan pidana 
tentang penelantaran medik, adapun pasal tersebut berbunyi: 
“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang 
menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan 
padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau 
orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan 
pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pidana menurut moeljatno 
adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan tersebut disertai 
dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan 
tersebut45. Jadi larangan yang dimaksud ditujukan pada perbuatannya dan 
ancaman pidananya ditujukan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. 
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Kemudian, menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro unsur – unsur tindak pidana 
yaitu46: 
1. ada norma yang berupa larangan atau suruhan 
2. ada sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut berupa ancaman 
dengan hukum pidana 
Sehingga, menurut pengertian diatas, tindakan sengaja menempatkan atau 
membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, tidak memberi pertolongan 
ketika menyaksikan seseorang sedang menghadapi maut, tidak memberikan 
pelayanan kesehatan, dan menolak serta meminta uang muka kepada pasien 
dalam keadaan darurat adalah merupakan suatu tindak pidana karena selain 
perbuatan tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk menolong 
orang tersebut, perbuatan tersebut juga telah melanggar norma dalam pasal 
304, 306, 531 KUHP dan juga pasal 32 Undang–Undang tentang Kesehatan 
dan diancam dengan hukuman pidana dalam pasal 190 pada undang-undang 
yang sama.  
Berarti, dengan demikian maka, fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau 
tenaga kesehatan yang dengan sengaja membiarkan pasien yang masuk ke 
rumah sakit dan membutuhkan pertolongan namun membiarkan atau bahkan 
menolak pasien tanpa mendapatkan perawatan sebagaimana seharusnya 
sehingga pasien mendapat luka-luka berat dan/atau kematian. Maka, fasilitas 
pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut telah melakukan 
suatu penelantaran atau pembiaran medik yang dapat di pertanggung 
jawabkan secara pidana. 
Adapun dalam hukum pidana, konsep “pertanggung jawaban” merupakan 
konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin 
ajaran kesalahan disebut sebagai mens rea. Adapun doktrin mens rea 
dilandaskan pada suatu perbuatan tidak semerta - merta mengakibatkan 
seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat47. Sehingga, 
berdasarkan doktrin tersebut seseorang hanya dapat dipidana jika ada 
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perbuatan yang dilarang dan ada sikap batin yang jahat atau tercela. Unsur 
kesalahan pidana yaitu48: 
1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak  
Menurut Simons, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung 
jawab apabila jiwanya sehat sehingga seseorang tersebut mampu 
untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum 
dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang 
dimilikinya itu49. Sementara itu, seseorang dapat dikatakan tidak 
mampu bertanggung jawab menurut pasal 44 KUHP apabila jiwanya 
cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit dan 
kepadanya maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan 
dihadapan hukum. 
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang 
dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan. 
Adapun Kesengajaan menurut Simons adalah merupakan kehendak 
yang ditujukan ke perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau 
diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan, dibagi menjadi tiga 
macam yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud, yaitu terjadinya suatu 
tindakan dan akibatnya adalah perwujudan dari maksud dan 
pengetahuan dari pelaku; (2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti 
atau keharusan, yaitu terjadi akibat dari suatu tindakan yang 
seharusnya disadari oleh pelakunya pasti akan terjadi; (3) Kesengajaan 
dengan menyadari kemungkinan, yaitu kesengajaan dengan kesadaran 
mungkin atau kesadaran bersyarat50. Sedangkan dalam hal kealpaan, 
pada diri pelaku terdapat: kekurangan pemikiran yang diperlukan, 
kekurangan pengetahuan yang diperlukan, kekurangan kebijaksanaan 
yang diperlukan51. 
3. Tidak ada alasan pemaaf berupa: (a) tidak mampu bertanggungjawab 
karena pertumbuhan jiwanya tidak sempurna atau terganggu karena 
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penyakit, (b) daya paksa (c) pembelaan darurat melampaui batas, (d) 
itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah52. 
Jadi, meskipun ada suatu kasus penelantaran ibu hamil yang akan bersalin 
oleh rumah sakit dan telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-
undang yang telah disebutkan diatas. Kasus tersebut tidak serta merta dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tidak memenuhi unsur – unsur 
pertanggungjawaban pidana seperti yang telah dijelaskan diatas.  
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B. Implikasi Yuridis Penolakan Ibu Hamil Oleh Rumah Sakit Akibat 
Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru 
Lahir Selama Pandemi Covid-19 
Tindakan penelantaran pasien oleh rumah sakit menurut pendapat Azrul 
Azwar adalah merupakan tindakan malpraktik karena malpraktik menurut 
beliau memiliki beberapa arti. Pertama, malpraktik adalah setiap kesalahan 
yang dilakukan oleh dokter pada saat melakukan pekerjaannya yaitu dengan 
tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal – hal 
yang harusnya oleh dokter lain pada umumnya di periksa, di nilai, dan 
diperbuat di dalam situasi atau kondisi yang sama. Kedua, malpraktik adalah 
setiap kesalahan dokter yang melakukan pekerjaannya dibawah standar rata–
rata yang dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi yang sama. Ketiga, 
malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter yang karena 
perbuatan dokter tersebut yang tidak masuk akal, atau karena kurangnya 
ketrampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan 
kewajiban dan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya53.  
Selanjutnya untuk dapat menilai dan membuktikan suatu perbuatan 
(tindakan medis) termasuk kategori malpraktik atau tidak, Hubert W. Smith 
berpendapat bahwa tindakan malpraktik meliputi 4D, yaitu54: 
a. Adanya kewajiban (duty), dalam unsur ini tidak ada kelalaian jika tidak 
terdapat kewajiban, oleh karena itu unsur yang pertama ini 
menyatakan harus ada hubungan hukum antara pasien dengan 
dokter/rumah sakit.   
b. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas (dereliction), yaitu 
dokter dalam melakukan kewajiban terhadap pasien melakukan 
tindakan penyimpangan dari standar profesi tersebut.  
c. Penyimpangan akan mengakibatkan kerusakan (direct caution), dalam 
unsur ini terdapat hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan 
oleh tenaga medis dengan kerugian yang dirasakan pasien.   
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d. Munculnya kerusakan (damage), bahwa tindakan medik yang dilakukan 
dokter merupakan penyebab langsung timbulnya kerugian terhadap 
pasien. 
Sehingga, dengan ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelayanan 
kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja membiarkan ibu 
hamil yang akan bersalin dan bahkan menolak ibu hamil tersebut tanpa 
mendapatkan perawatan sebagaimana seharusnya sehingga ibu hamil dan 
bayi yang ada didalam kandungannya mendapat luka-luka berat dan/atau 
kematian termasuk bentuk malpraktik, karena perbuatan tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur malpraktik seperti yang telah dijelaskan diatas. 
Akan tetapi, didalam sistem hukum di Indonesia saat ini tidak dikenal 
adanya istilah malpraktik, baik dalam undang-undang tentang kesehatan 
maupun pada undang-undang tentang praktik kedokteran. Yang dikenal 
hanyalah istilah kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan profesi yang 
disebutkan pada pasal 29 undang-undang tentang kesehatan. Adapun 
kelalaian menurut Arrest Hoge Raad adalah suatu sifat yang kurang hati-hati, 
kurang waspada atau kelalaian tingkat kasar55. Umumnya kelalaian bukanlah 
kejahatan kecuali jika kelalaian tersebut membawa kerugian atau cidera pada 
pasien. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan melaksanakan tugas 
profesi menurut bambang purnomo dibedakan menjadi 2 yaitu56: 
a. kesalahan medis, yaitu kesalahan melaksanakan profesi atas dasar 
ketentuan profesi medis yang professional 
b. kesalahan yuridis, yaitu kesalahan melaksanakan tugas profesi atas 
dasar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum 
Namun, meskipun istilah malpraktik belum dirumuskan dalam undang-
undang. Tetapi hukum di Indonesia telah memberikan hak sepenuhnya bagi 
masyarakatnya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, saat pasien merasa 
haknya tidak dipenuhi oleh rumah sakit sebagai tempat pelayanan 
kesehatannya, maka pasien dapat mengadukan rumah sakit tersebut sesuai 
persepsinya apakah mau dituntut ke wilayah pidana, di gugat ke wilayah 
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perdata atau diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
(MKDKI). Dan tidak tertutup kemungkinan dengan kesalahan yang sama, 
rumah sakit dapat diadukan oleh pasien dan mendapat pemeriksaan atau 
hukuman pada satu hingga semua institusi diatas57.  
Adapun dasar hukum pengaduan yang dapat dilakukan oleh pasien kepada 
MKDKI ada dalam pasal 66 Undang – Undang tentang Praktik Kedokteran yang 
berbunyi: 
“(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas 
tindakan dokter dalam menjalankan praktiknya dapat mengadukan 
tindakan tersebut secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan 
Disiplin Kedokteran Indonesia. 
(2) Isi pengaduan minimal harus memuat: 
a. identitas pengadu; 
b. nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan 
dilakukan; dan 
c. alasan pengaduan. 
(3) Pengaduan yang dibuat sebagaimana dimaksud diatas, tidak akan 
menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan kepada pihak 
berwenang mengenai dugaan tindak pidana dan/atau menggugat 
kerugian perdata ke pengadilan.” 
Sehingga dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat 
mengadukan tindakan dokter dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan 
yang merugikan kepentingannya kepada Majelis Kehormatan Disiplin 
Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan MKDKI akan memberikan keputusan 
terhadap pengaduan tersebut.  
Adapun keputusan terhadap pelanggaran yang dimaksud akan bervariasi 
tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh dokter tersebut. 
Apabila saat diperiksa ditemukan pelanggaran terhadap etik oleh dokter, maka 
MKDKI akan meneruskan pengaduan yang dimaksud kepada Majelis 
Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI. Dan hasil pertimbangan oleh MKEK 
ini akan disampaikan kepada pimpinan rumah sakit untuk ditindak lanjuti dan 
                                                             




juga kepada Ketua IDI Cabang atau Wilayah untuk diputuskan sanksinya jika 
memang dinyatakan bersalah. Adapun sanksi terhadap pelanggaran etik 
adalah sesuai dengan berat ringannya pelanggaran tersebut. Dan bentuk-
bentuk sanksi ini bervariasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga 
tindakan administratif58.  
Kemudian, apabila pelanggaran yang dilakukan temasuk jenis pelanggaran 
disiplin oleh dokter, maka MKDKI dapat memberikan sanksi disiplin berupa (a) 
peringatan tertulis; (b) rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) 
dan/atau Surat Izin Praktik (SIP); atau (c) mewajibkan pelanggar untuk 
mengikuti kembali pendidikan/pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran. 
Selain itu, MKDKI juga dapat meneruskan pengaduan pasien/korban kepada 
pihak yang berwenang apabila ditemukan adanya bukti-bukti awal dugaan 
tindak pidana59.  
Adapun, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin menurut SK Konsil Kedokteran 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 diantaranya adalah: tidak kompeten, tidak 
merujuk ke Dr/Drg dengan kompetensi yang sesuai, tidak memberi 
pertolongan darurat, dan menolak/menghentikan pengobatan tanpa alasan 
sah60. Sehingga, penolakan ibu hamil yang akan bersalin oleh pihak rumah 
sakit tanpa alasan yang sah dan tidak merujuk ibu hamil tersebut ke Dokter 
lain dengan kompetensi yang sesuai termasuk bentuk pelanggaran disiplin dan 
oleh karena itu pengaduan terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan kepada 
MKDKI dan dokter yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif oleh 
karenanya. Selain pengaduan kepada MKDKI, melaporkan dugaan tindak 
pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian ke 
pengadilan perdata merupakan hak setiap orang karena pengaduan ke MKDKI 
tidak menggugurkan hak seseorang untuk memperoleh keadilan di instansi 
lainnya. 
Adapun dasar hukum untuk menggugat kerugian ke pengadilan perdata 
seperti pernyataan diatas berasal dari ketentuan dalam pasal 58 angka (1) UU 
kesehatan yang menyatakan bahwa menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 
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tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menyebabkan 
kerugian akibat kesalahan/kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 
diterimanya adalah hak bagi setiap orang. Selain terdapat dalam pasal 58 
angka (1) UU kesehatan, dasar hukum gugatan perdata juga disebutkan 
dalam pasal 32 huruf (q) UU tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa 
pasien memiliki hak untuk menggugat rumah sakit secara perdata atau 
menuntutnya secara pidana apabila rumah sakit tersebut diduga tidak 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Jadi, 
pertanggungjawaban terhadap ganti rugi tersebut tidak hanya dibebankan 
kepada dokter atau tenaga kesehatan saja tetapi juga dapat dibebankan 
kepada rumah sakit selaku penyelenggara fasilitas kesehatan. 
Adapun dasar hukum yang biasa digunakan untuk menggugat dokter atau 
penyelenggara pelayanan kesehatan dalam ranah hukum perdata adalah 
dengan: 
a. Dasar wanprestasi (pasal 1239 KUH perdata) 
Pasal 1239: 
“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 
sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, 
kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” 
Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tidak 
dilaksanakannya atau dilaksanakannya suatu hal yang harusnya dilakukan 
atau tidak dilakukan yang sudah menjadi tanggung jawabnya menurut apa 
yang telah diperjanjikan bersama. Adapun hubungan pasal ini dengan 
malpraktek adalah, dokter dalam melakukan praktik kedokteran terhadap 
pasiennya dipersamakan sebagai suatu perikatan yang berarti jika dokter 
tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia 
lakukan atau tidak ia lakukan berarti dokter tersebut tidak melaksanakan 
perikatannya sesuai dengan perjanjian sehingga oleh karena itu dokter 
dapat digugat dengan dasar hukum pasal 1239 KUH Perdata dan pasien 
berhak mendapat ganti rugi karenanya. 




“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 
karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 
Pasal 1366 
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 
kelalaian atau kekurang hati – hatiannya” 
Perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya diperluas menjadi 
4 kritera. Pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 
Kedua, melawan hukum hak subjektif orang lain. Ketiga melawan kaidah 
tata susila dan yang keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian 
dan sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam 
pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda lain61.  
Hubungan kausa antara pasal 1365 dengan hubungan antara dokter 
dengan pasiennya adalah dokter dapat dianggap melawan hukum jika 
dalam hubungan antara dokter-pasien tersebut dokter lalai atau sengaja 
tidak berbuat sesuai dengan nilai – nilai kepatutan, ketelitian, dan sikap 
hati – hati sehingga menyebabkan pasien tidak mendapat hak subjektifnya 
dan mengalami kerugian tertentu. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum perdata dalam hal 
penyelesaian kasus malpraktik (malpraktik perdata) terjadi apabila terdapat 
hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di 
dalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau 
terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada 
pasien.  Sofyan Dahlan menyebutkan tindakan yang dapat dikategorikan 
sebagai malpraktik perdata antara lain: tidak melakukan (negative act) apa 
yang wajib dilakukan; melakukan (positive act) apa wajib dilakukan, tetapi 
terlambat; melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, 
tetapi tidak sempurna; dan melakukan apa yang menurut kesepakatannya 
tidak harus dilakukan62. 
                                                             
61 Bambang Heryanto, op.cit., hlm 153 
62 Ta’adi, op.cit., hlm 53 
56 
 
Kemudian, selain mengadukan perbuatan dokter ke MKDKI dan menggugat 
tenaga kesehatan atau penyelenggara pelayanan kesehatan dengan hukum 
perdata ke pengadilan. Ibu hamil sebagai korban malpraktik dalam pelayanan 
kesehatannya di rumah sakit dapat menggunakan hukum pidana untuk 
meminta pertanggungjawaban secara pidana. Adapun dasar hukum tuntutan 
pidana tersebut ada dalam pasal 32 huruf (q) Undang – Undang Nomor 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, “setiap pasien mempunyai 
hak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga 
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata 
ataupun pidana”.  
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila 
perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang telah ditentukan 
secara limitatif dalam suatu perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai 
dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan, bahwa tiada suatu 
perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (asas 
legalitas)63. Hukum pidana ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana 
terjadi kesalahan apabila terjadi suatu kematian atau cacat dan lain 
sebagainya yang terjadi setelah ada hubungan terapeutik antara rumah sakit 
dengan pasiennya. 
Adapun perbedaan krusial antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
medis adalah pada tindak pidana biasa, yang paling diperhatikan adalah 
akibatnya, namun pada tindak pidana medis yang paling diperhatikan adalah 
penyebabnya64. Jadi, meskipun dalam pelayanan medis berakibat fatal 
terhadap pasien, tapi setelah diselidiki tidak ada unsur kesalahan atau 
kelalaian, maka dokter atau tenaga medis yang menangani tidak dapat 
dipersalahkan terhadap akibat tersebut. Dan secara materiil, suatu tindakan 
medis tidak akan bertentangan dengan hukum apabila telah memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut65: 
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1. memenuhi indikasi medis kearah suatu tujuan perawatan yang konkret 
2. dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam ilmu kedokteran  
3. telah mendapat persetujuan pasien 
Selain itu, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai malpraktik 
pidana apabila memenuhi rumusan delik pidana dan memenuhi syarat-syarat 
yaitu: perbuatan tersebut (baik positive act ataupun negative act) harus 
merupakan perbuatan tercela (actusreus) dan perbuatan tersebut dilakukan 
dengan sikap batin yang salah (mens rea), yaitu berupa kesengajaan, 
kecerobohan, atau kealpaan. Adapun jenis-jenis malpraktik pidana dibagi 
menjadi: (a) malpraktik pidana karena kesengajaan, misalnya eutanasia, serta 
tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat padahal diketahui 
bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong; (b) malpraktik pidana karena 
kecerobohan, misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar 
profesi; (c) malpraktik pidana karena kealpaan, misalnya terjadi cacat atau 
kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati 
meninggalkan alat operasi di dalam rongga tubuh pasien66. 
Sehingga menurut pernyataan diatas, perbuatan menelantarkan atau 
menolak ibu hamil dengan hasil rapid test positif yang akan bersalin termasuk 
perbuatan malpraktik pidana karena telah memenuhi rumusan dalam pasal 32 
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan juga pasal 304 
dan 531 KUHP. Selain telah memenuhi rumusan dalam pasal yang telah 
disebutkan diatas, perbuatan penelantaran dan penolakan ibu hamil juga 
merupakan perbuatan yang tercela dan juga dilakukan dengan sikap batin 
yang salah karena sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien 
dalam kasus gawat darurat. Sehingga karena itu, apabila malpraktik pidana 
ini menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan dan/atau pihak rumah 
sakit harus bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang 
menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien.  
Ketentuan bahwa pihak rumah sakit akan bertanggung jawab atas kerugian 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit yang berbunyi 
“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian 
yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 
                                                             
66 Muhamad Sadi, op.cit., hlm 66 
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Rumah Sakit”. Menurut bambang purnomo, tanggungjawab kesehatan 
dirumah sakit menurut doktrin kesehatan, berdasarkan67: 
a. Personal Liability 
Adalah merupakan tanggungjawab yang melekat pada setiap individu 
b. Strict Liability 
Hamzah Hatrik mendefinisikan strict liability sebagai 
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), dimana 
dalam hal ini pembuat dapat dipidana jika dia telah melakukan perbuatan 
yang dilarang dalan rumusan undang-undang, tanpa melihat sikap batin si 
pembuat. Selanjutnya, Hanafi dalam bukunya yang berjudul "Strict 
Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana” menyatakan bahwa 
dalam strict liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari 
pelaku untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya68. 
Sehingga, tidak dipersoalkan adanya kesalahan (mensrea) atau tidak 
karena unsur pokok strict liability adalah perbuatan (actus reus) sehingga 
yang harus dibuktikan adalah perbuatannya bukan kesalahannya. 
c. Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti) 
Pada dasarnya, doktrin ini didasarkan pada prinsip "employment 
principle" yang berarti bahwa majikan adalah penanggung jawab utama 
dari perbuatan buruhnya atau karyawannya. Dalam hal ini terlihat prinsip 
"the servant act is the master act in law” atau yang dikenal dengan prinsip 
“the agency principle” yang berbunyi "the company is liable for the 
wrongful acts of all its employees”  yang artinya perusahaan bertanggung 
jawab atas tindakan yang salah dari semua karyawannya. Adapun 
menurut Marcus Flatcher untuk dapat menerapkan perbuatan pidana 
dengan pertanggungjawaban pengganti harus memenuhi syarat yaitu 
harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, dan perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut masih berkaitan dalam 
ruang lingkup pekerjaannya69. Sehingga penerapan doktrin hanya bisa 
                                                             
67 Muhammad Sadi, op.cit., hlm 72 
68 Kristian, Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm 181 
69 Ibid., hlm 181-185 
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dilakukan setelah dapat dibuktikan terdapat hubungan antara majikan dan 
orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dan perbuatan yang 
dilakukan pegawai masih dalam lingkup tugas yang bersangkutan. 
d. Respondent Liability 
Adalah merupakan tanggungjawab tanggung renteng 
e. Corporate Liability 
Yaitu merupakan tanggungjawab yang berada pada pemerintah  
Jadi, selain hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada 
tenaga kesehatan terhadap perbuatan penelantaran dan penolakan terhadap 
ibu hamil yang akan bersalin. Ibu hamil sebagai korban dapat juga 
membebankan pertanggungjawaban pidana kepada rumah sakit selaku 
penyelenggara pelayanan kesehatan kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan secara pidana dengan dalih doktrin Strict Liability serta 











Berdasarkan pembahasan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Penolakan Ibu Hamil oleh Rumah Sakit Akibat Protokol Petunjuk Praktis 
Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Sebagai Bentuk Tindak Pidana 
Tindakan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang 
dalam keadaan sengsara, tidak memberi pertolongan ketika menyaksikan 
seseorang sedang menghadapi maut, tidak memberikan pelayanan 
kesehatan, dan menolak serta meminta uang muka kepada pasien dalam 
keadaan darurat adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu melanggar 
norma dalam pasal 304, 306, 531 KUHP dan juga pasal 32 Undang–
Undang tentang Kesehatan dan diancam dengan saknsi hukuman pidana 
dalam pasal 190 pada undang-undang yang sama. 
Berarti, dengan demikian maka, fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja membiarkan pasien 
yang masuk ke rumah sakit dan membutuhkan pertolongan namun 
membiarkan atau bahkan menolak pasien tanpa mendapatkan perawatan 
atau rujukan sebagaimana seharusnya sehingga pasien mendapat luka-
luka berat dan/atau kematian. Maka, fasilitas pelayanan kesehatan 
dan/atau tenaga kesehatan tersebut telah melakukan suatu penelantaran 
atau pembiaran medik yang dapat di pertanggungjawabkan secara 
pidana. 
 
2. Implikasi Yuridis Penolakan Ibu Hamil Oleh Rumah Sakit Akibat Protokol 
Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir  
Hukum di Indonesia memberikan hak sepenuhnya bagi 
masyarakatnya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini, saat pasien 
merasa haknya tidak dipenuhi oleh rumah sakit sebagai tempat pelayanan 
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kesehatannya, maka pasien dapat mengadukan rumah sakit tersebut 
sesuai persepsinya apakah mau dituntut ke wilayah pidana, di gugat ke 
wilayah perdata atau diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 
Indonesia (MKDKI). Dan tidak tertutup kemungkinan dengan kesalahan 
yang sama, rumah sakit dapat diadukan oleh pasien dan mendapat 
pemeriksaan atau hukuman pada satu hingga semua institusi diatas. 
 
B. SARAN 
1. Apabila pihak rumah sakit tidak mampu dan tidak ingin mengambil risiko 
dengan menolong persalinan ibu hamil dengan hasil rapid test positif dan 
yakin bahwa ada rumah sakit lain yang lebih mampu melakukannya, maka 
rumah sakit wajib merujuk ibu hamil tersebut ke RS rujukan COVID-19 
atau RS mampu PONEK dengan memerhatikan lokasi, ketersediaan 
layanan serta jarak tempuh lokasi rujukan. 
2. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan setidak-tidaknya harus 
memiliki APD level 3 dan delivery chamber sebagai persiapan apabila ada 
kasus ibu hamil dengan hasil rapid test positif tetapi tidak memungkinkan 
untuk dirujuk karena kondisi yang darurat. 
3. Pemerintah maupun pejabat yang berwenang hendaknya memperhatikan 
dengan lebih serius mengenai kasus-kasus penelantaran terhadap pasien 
dan melakukan pengawasan yang lebih optimal agar kasus-kasus seperti 
ini tidak terulang kembali. Dan apabila kasus serupa terulang hendaknya 
pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada 
tenaga kesehatan maupun penyelenggara fasilitas kesehatan agar menjadi 
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